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Dari 14.0% perkara penyalahguna narkotika yang didakwa secara subsidaritas ,
pasal yang paling banyak digunakan sebagai dakwaan primair terhadap pasal
penyalahguna narkotika (Ps. 127 UU Narkotika 35/2009) adalah Pasal Peredaran

Gelap Narkotika: memiliki, menyimpan, menguasai narkotika (Ps.112 UU Narkotika
35/2009), yaitu sebesar 47.8% (1 + 1 + 1 + 1 + 10.5 + 33.3).

Tidak jauh berbeda, di urutan kedua adalah Pasal Peredaran Gelap Narkotika:
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika (Ps.114 UU

Narkotika 35/2009), yaitu sebesar 47.6% (13.3 + 34.3).

Hal ini menggambarkan peluang terbuktinya Pasal Penyalahguna
Narkotika (Ps. 127 UU Narkotika 35/2009) semakin kecil, bahkan sejak

pemilihan bentuk dakwaan.

PASAL PASAL DAKWAAN PRIMAIR DARI PASAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(PS. 127 UU NARKOTIKA 35/2009)







Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya karena Jaksa tidak
mendakwakan dengan Pasal Penyalahguna Narkotika (Ps. 127 UU Narkotika).
Adapun terhadap perkara-perkara yang diputus di bawah ancaman pidana
minimum khusus tersebut, 74.2% diputus dengan Pasal Peredaran Gelap
Narkotika: memiliki, menyimpan, menguasai narkotika (Ps. 112 UU Narkotika
35/2009).

































Simak penelitian kami selengkapnya di 
bit.ly/Penelitian-Disparitas-Narkotika

atau scan QR Code di bawah ini:




